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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak dengan
model Compliance Risk Management (CRM), kepatuhan wajib pajak badan, dan
penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Cianjur. Metode
teknik pengumpulan data menggunakan metode deskriptif dan metode
verifikatif dengan Teknik sampling non-probability sampling dengan Teknik
yang diambil yaitu sampling jenuh (sensus). Jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data time series periode 2019-
2021. Analisis data dilakukan dengan menguji model regresi dengan uji asumsi
klasik dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil analisis
menunjukan hasil bahwa secara parsial variabel pemeriksaan pajak dengan
model Compliance Risk Management (CRM), kepatuhan wajib pajak badan, dan
penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan pajak.
Secara bersama-sama semua variabel bebas yakni pemeriksaan pajak dengan
model Compliance Risk Management (CRM), kepatuhan wajib pajak badan dan
penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP
Pratama Cianjur. Pemeriksaan Pajak dengan model CRM, Kepatuhan Wajib
Pajak Badan dan Penagihan Pajak memberi kontribusi atau pengaruh terhadap
penerimaan pajak sebesar 44,93 persen, sementara sisanya dijelaskan oleh
variabel-variabel lain diluar model penelitian.
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Pendahuluan

Mencapai target penerimaan bukan sesuatu yang mudah, banyak sekali faktor yang mempengaruhi secara
internal maupun eksternal dalam menghimpun penerimaan pajak. Sistem self assessment yang diterapkan di
Indonesia tentunya mewajibkan setiap Wajib untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban
perpajakannya sesuai kondisi yang sebenarnya dan DJP sebagai otoritas perpajakan mempunyai tugas
melayani, menyuluh, mengawasi dan melakukan pemeriksaan sebagai upaya penegakan hukum kepada Wajib
Pajak apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan sesuai kondisi yang sebenarnya. Fenomena
permasalahan yang ditemukan dalam berita mengenai Data Kementerian Keuangan yang menunjukkan
sejumlah indikator penerimaan pajak terus melemah. Dari sisi pertumbuhan, sampai Agustus 2019
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pertumbuhan penerimaan pajak hanya 0,2% jauh dari target sebesar 19%-an. Dari kepatuhan sampai akhir
September 2019, realisasi kepatuhan formal juga masih di bawah 70% atau tepatnya 69,3%.(Suwiknyo, 2019)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cianjur tercatat bahwa pada
tahun 2019 penerimaan pajak yang didapatkan sekitar Rp. 542 miliar. Pada tahun 2020 penerimaan pajak pada
KPP Pratama Cianjur sebesar Rp. 496 miliar. Sementara, pada tahun 2021 penerimaan pajak pada KPP
Pratama Cianjur adalah sebesar Rp. 457 miliar. Dalam hal ini pemerintah telah mengambil langkah-langkah
kebijjakan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak guna memaksimalkan
penerimaan pajak. Sebelum membuat kebijakan ini, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh pemerintah
sebagai pembuat kebijakan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan perpajakan antara lain
pemerintah, pejabat pajak (fiskus), dan masyarakat yang berperan penting dalam optimalisasi penerimaan
perpajakan.

Penerimaan Pajak KPP Cianjur
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Gambar 1. Diagram Penerimaan Pajak di KPP Pratama Cianjur
Sumber: KPP Pratama Cianjur

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: 08/PJ-75/2002 tentang pemeriksaan untuk tujuan
penagihan pajak, yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan dan melengkapi data tentang harta kekayaan
Wajib Pajak dapat dilaksanakan pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 dalam Pasal 1 ayat 9 menyatakan bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian
tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan
pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan SE- 24/PJ/2019 mengenai Implementasi Compliance Risk
Management (CRM), dimana salah satu nya mengatur mengenai kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pajak.
Compliance Risk Management itu merupakan suatu pengelolaan yang sistematis terhadap risiko kepatuhan
yang ditimbulkan dari Wajib Pajak. Dalam Surat Edaran tersebut, CRM memfokuskan pada risiko dasar yang
memengaruhi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan WP. Kepatuhan perpajakan dapat
ditingkatkan melalui tekanan kepada wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran atau tindakan illegal
dalam usahanya untuk menyeludupkan pajak, tindakan yang diberikan tersebut berupa pemberian sanksi
perpajakan kepada wajib pajak yang melanggar (Kurnia, 2017). Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting
oleh karena itu pemerintah melakukan pembaruan sistem pemungutan pajak yang sebelumnya Official
Assessment System menjadi Self Assessment System (Suandy, 2016).

Beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengkaji permasalahan penerimaan
pajak dalam hubungannya dengan pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan penagihan pajak. Beberapa
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Astuti & Gunadi (2021), Riani (2019) dan Sulistiyorini dan Latifah
(2022) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pemeriksaan pajak kepatuhan
wajib pajak badan, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Akan tetapi berbeda halnya dengan
penelitian yang dilakukan oleh Sau (2019), Ilmiha (2019) dan Dali & Sulanjari (2014) yang menyatakan bahwa
pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak badan, dan penagihan pajak tidak terdapat pengaruh terhadap
penerimaan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak
dengan Compliance Risk Management, Kepatuhan Wajib Pajak Badan, dan Penagihan Pajak dalam
meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Cianjur.
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Teori Keagengan

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan sebagai sebagai kontrak di mana satu
orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (the agent) untuk melakukan beberapa layanan atas nama
mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Dalam hal
ini keterkaitan antara teori dan variabel penelitian yang diteliti dimana apabila suatu negara itu maju maka
pendapatan APBN meningkat, terutama pendapatan dari sektor perpajakan, karena sektor perpajakan
memberikan kontribusi tertinggi terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu pihak pemeriksa dan penagih
pajak atau fiskus dituntut lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pajak

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Pajak
adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunaka untuk
keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Compliance Risk Management (CRM)

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2019 menyatakan, CRM merupakan suatu proses
pengelolaan risiko kepatuhan Wajib Pajak secara menyeluruh yang meliputi identifikasi, pemetaan, pemodelan,
dan mitigasi atas risiko kepatuhan Wajib Pajak serta evaluasinya sehingga menjadi kerangka kerja yang
sistematis, terukur, dan objektif.

Pemeriksaan Pajak

Adediran & Alade (2013) berpendapat bahwa pemeriksaan pajak seperti halnya pemeriksaan keuangan
melibatkan pengumpulan informasi dan memprosesnya untuk menentukan tingkat kepatuhan organisasi
dengan undang-undang perpajakan di wilayah tersebut. Agar pemeriksaan berhasil, auditor perlu mengatur
pekerjaannya sedemikian rupa sehingga tugas diselesaikan sepenuhnya dan efisien. Pemeriksaan pajak adalah
pemeriksaan atas laporan pajak orang pribadi atau organisasi oleh otoritas pajak terkait untuk memastikan
kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di negara bagian (Mutia,
2014).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gunadi (2016) kepatuhan wajib pajak adalah dalam hal ini diartikan bahwa Wajib Pajak mempunyai
kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan
pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun
administrasi. Secara keseluruhan, kepatuhan pajak dapat dianggap sebagai sejauh mana wajib pajak mematuhi
undang-undang perpajakan (Zulma, 2020).

Penagihan Pajak

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 (UU) No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa yang telah diubah dengan (UU) No. 19 Tahun 2000, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan
agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan
pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Menurut
Kurnia (2017:197) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena
wajib pajak tidak melunasi kewajiban perpajakan yang terutang menurut undang-undang perpajakan yang
berlaku.

Penerimaan Pajak

Definisi Penerimaan Pajak menurut Chairil (2017) tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk
pembiyaan APBN yang sangat dominan. Sedangkan menurut Kurnia (2017:49) Penerimaan Pajak adalah
“pajak yang dipungut dikelompokan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah
dan penerimaan lain bukan pajak”. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang no 14 tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016 Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan
Negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

Metode

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dan metode verifikatif. Jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data time series periode 2019-2021. Analisis data dilakukan
dengan menguji model regresi dengan uji asumsi klasik dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Dalam
penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah Pemeriksaan Pajak Dengan Model Compliance Risk
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Management (CRM), Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Penagihan Pajak, dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama
Cianjur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif dan
metode verifikatif.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dihimpun data yang diperoleh.
Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling dengan teknik yang
diambil yaitu sampling jenuh (sensus). Berdasarkan teknik penentuan sampel yang dipilih maka penelitian ini
menggunakan teknik sampling jenuh karena populasinya relatif kecil. Penulis mengambil 100% jumlah populasi
yang ada yaitu sebanyak 36 bulan adalah seluruh laporan penerimaan pajak, laporan SPT, laporan pemeriksaan
pajak dan laporan penagihan yang terdaftar di KPP Pratama Cianjur. Penelitian ini mencakup 4 variabel,
diantaranya variabel independent adalah pemeriksaan pajak dengan model compliance risk management (CRM),
kepatuhan wajib pajak badan, dan penagihan pajak. sementara variabel dependennya adalah penerimaan pajak
yang secara operasional di jelaskan sebagai berikut:

Pemeriksaan Pajak dengan Model Compliance Risk Management (CRM)

Pengertian pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan perundang-undangan perpajakan (Kurnia, 2017:357). Variabel pemeriksaan pajak dalam penelitian
ini diukur berdasarkan indikator yaitu Jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan.

Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kurnia (2017) menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana
wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Variabel kepatuhan
wajib pajak dalam penelitian ini diukur berdasarkan indikator yaitu Jumlah SPT Masa PPh Badan yang
dilaporkan.

Penagihan Pajak

Pengertian penagihan pajak adalah serangkaian tindakan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena wajib
pajak tidak melunasi kewajiban perpajakan yang terutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku
(Kurnia, 2017:197). Variabel penagihan pajak dalam penelitian ini diukur berdasarkan indikator Jumlah Surat
Tagihan Pajak (STP) PPh Badan yang di laporkan.

Penerimaan Pajak

Pengertian Penerimaan Pajak adalah pajak yang dipungut dikelompokan kepada pajak pusat, bea dan cukai,
pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak. (Kurnia, 2017:49). Variabel
penerimaan pajak pajak dalam penelitian ini diukur berdasarkan indikator yaitu Jumlah Penerimaan Pajak.

e — Pemeriksaan Pajak
Dengan IModel CRI

Surat Edaran Direktar
Jenderal Pajak
Nomor Se-24/F52019

Kepatuhan Wajib : :
. _— > Penerimaan Pajak
Pajak Badan d
Kepatasan Menter Undare-
Keuangan Undarg Ho.16
No. 544K MK 04,2000 Talun 209

e iy Penagihan Pajak

| Undangundang
' Ho. 19 Talun 2000

Gambar 2. Kerangka Pemikiran
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Hipotesis
Hi: Pemeriksaan Pajak dengan model Compliance Risk Management (CRM) berpengaruh terhadap
penerimaan pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur
Ha: Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama
Cianjur

Hs: Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur
Hi: Pemeriksaan Pajak dengan model compliance risk management (CRM), Kepatuhan Wajib Pajak dan
Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Pemeriksaan Pajak dengan Model Compliance Risk Management (CRM)

KPP Pratama Cianjur telah menerapkan model Compliance Risk Management (CRM) selama 2 tahun sejak
diberlakukan pada tahun 2019. Model ini disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui sistem basis data.
Sistem ini sudah diberlakukan ke seluruh KPP di Indonesia. Sejak diberlakukannya Model CRM pada KPP
Cianjur jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan (SKPKBT) setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2019 sebanyak 565 lembar, tahun 2020 sebanyak
719, dan tahun 2021 sebanyak 847 lembar yang diterbitkan. Compilance Risk Management (CRM) adalah proses
sistematis di mana administrasi pajak membuat pilihan yang disengaja di mana instrumen perawatan dapat
digunakan untuk secara efektif merangsang kepatuhan dan mencegah ketidakpatuhan, berdasarkan
pengetahuan semua (perilaku wajib pajak) dan terkait dengan kapasitas yang tersedia (Astuti & Gunadi, 2021).

Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada penyampaian pelaporan yang tepat waktu. Kepatuhan kewajiban dalam
mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan
dalam pelaporan yang benar, kepatuhan dalam pembayaran. Penyampaian STP pada KPP Pratama Cianjur
pada setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2019 sebanyak 14.586 wajib pajak (WP) yang
melaporkan. Pada tahun 2020 WP yang melaporkan SPT sebanyak 12.476. Sementara pada tahun 2021 WP
yang melaporkan SPT nya sebanyak 12.518.

Penagihan Pajak

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh
positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Penyampaian STP di KPP
Pratama Cianjur pada tahun 2021 mengalami penurunan. 2019 STP yang dilaporkan oleh wajib pajak sebanyak
3.654 lembar. Pada tahun 2020 wajib pajak yang menyampikan STP mengalami peningkatan yaitu sebanyak
4.954 lembar selama setahun. Akan tetapi pada tahun 2021 STP yang dilaporkan oleh wajib pajak mengalami
penurunan yaitu sebanyak 3.760 lembar.

Hasil Statistik Deskriptif
Analisis statistic deskriptif yang dilakukan dapat diketahui sebaran data pada masing-masing variabel penelitian,
dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Statistic Deskriptif

Variabel Mean Standar Nilai Nilai
Deviasi Minimum Maksimum
Pemeriksaan 3.690000 0.925002 1.100000 5.470000
Pajak
Kepatuhan 6.995000 0.121408 6.830000 7.400000
Wajib Pajak
Badan
5.510556 0.944019 3.090000 6.910000
24.37139 0.371439 23.31000 25.30000

Variabel Pemeriksaan Pajak dengan model compliance risk management (CRM) memiliki nilai mean sebesar
3.690000 dengan standar deviasi adalah 0.925002 dan nilai minimum selama periode pengamatan adalah
1.100000 berasal dari februari tahun 2019 sementara untuk nilai maksimum adalah 5.470000 berasal dari april
tahun 2021.

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan memiliki nilai rata-rata hitung mean sebesar 6.995000 dengan
standar deviasi adalah 0.121408 dan nilai minimum selama periode pengamatan adalah 6.830000 berasal dari
September tahun 2020 sementara untuk nilai maksimum adalah 7.400000 berasal dari desember tahun 2019.
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Variabel Penagihan Pajak memiliki nilai rata-rata hitung mean sebesar 5.510556 dengan standar deviasi
adalah 0.944019 dan nilai minimum selama periode pengamatan adalah 3.090000 berasal dari februari tahun
2021 sementara untuk nilai maksimum adalah 6.910000 berasal dari bulan april tahun 2020.

Variabel Penerimaan Pajak memiliki nilai rata-rata hitung mean sebesar 24.37139 dengan standar deviasi
adalah 0.371439 dan nilai minimum selama periode pengamatan adalah 23.31000 berasal dari bulan februari
tahun 2019 sementara untuk nilai maksimum adalah 25.30000 berasal dari desember tahun 2019.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menentukan model regresi dapat diterima secara ekonometrik.
Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari pengujian normalitas, multikolinearitas, dan pengujian
heteroskedastisitas. Hasil uji normalitas menujukan bahwa nilai Jarque Bera sebesar 0,884068 dan nilai
probabilitas yang diperoleh sebesar 0,642728, dimana nilai probabilitas lebih besar dari tingkat kekeliruan 0.05.
Uji heterosskedastisitas menunjukkan bahwa varians dari residual homogen (terbebas dari masalah
heteroskedastisitas). N Nilai probabilitas Obs*R-square yaitu 0.3734 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05,
maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi apakah model regresi mengandung multikolinearitas atau
tidak dengan menghitung nilai Tolerance dan Variance Inflation Factors (TOL and VIF), dimana semua nilai VIF
untuk masing-masing variabel pemeriksaan pajak dengan model compliance risk management (crm) adalah
1.019259, kepatuhan wajib pajak badan 1.024655, dan penagihan pajak 1.011787 tidak terdapat gejala
multikolinearitas atau nilai tersebut di lebih kecil dari 10. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam
regresi linear ada korelasi antarkesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode
t-1 (sebelumnya). Hasil uji autokolerasi menunjukan hasil perhitungan untuk Durbin-Watson sebesar 1.853472
dimana nilai Durbin-Watson tersebut berada diantara angka 1 dan 3, maka dapat dikatakan tidak terdapat
autokloerasi.

Analisis Regresi Linear Berganda
Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Hasil
analisis regresi linier berganda yang dilakukan sebagai berikut:

Y = o+ BIX1 + 2X2 + B3X3 + e
Y =10.41230 + 0.119865 + 1.845107 + 0.110744 + e

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob.
C 10.41230 2.916081 3.570648 0.0011
X1 0.119865 0.053182 2.253848 0.0312
X2 1.845107 0.406264 4.541649 0.0001
X3 0.110744 0.051920 2.132997 0.0407

Sumber: Hasil olah data dengan E-Views 10

Koefisien Determinasi

Hasil model regresi didapatkan nilai koefisien determinasi (R?) sebesar 0.449304 yang berarti variabel
independen dalam model ini mampu memberikan kontribusi ke variabel dependen sebesar 44,93. Dimana
pemeriksaan pajak dengan model compliance risk management (crm), kepatuhan wajibb pajak badan, dan
penagihan pajak dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak sebesar 44,93% sedangkan sisanya
sebesar 55,07% dihasilkan oleh variabel-variabel lain diluar variabel yang diteliti.

Uji Hipotesis Parsial (t-test)
Tabel 3. Hasil Uji t

Varibale Coefficient Std. Error t-statistic Prob.

C 10.41230 2.916081 3.570648 0.0011
PEMERIKSAAN_PAJAK 0.119865 0.053182 2.253848 0.0312
KEPATUHAN_WAJIB_PAJAK_BADAN 1.845107 0.406264 4.541649 0.0001
PENAGIHAN_PAJAK 0.110744 0.051920 2.132997 0.0407
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Uji Simultan (Uji F)
Tabel 4. Hasil Uji F

R-Squared 0.449304 Mean Dependent var 24.37139
Adjusted R-Squared 0.397676 S.D Dependent var 0.371439
S.E. of Regression 0.288272 Akalke info criterion 0.454612
Sum Squared Residu 2.659217 Schwarz criterion 0.630559
Log likehood -4.183018 Hannan-quinn criter 0.516022
F-statistic 8.702766 Durbin-watson stat 1.513662
Prob (F-statistic) 0.000229

Implementasi Pemeriksaan Pajak dengan Model Compliance Risk Management (CRM) pada KPP Pratama
Cianjur

Implementasi Pemeriksaan Pajak menggunakan Model Compliance Risk Management (CRM) pada KPP Pratama
Cianjur mengalami peningkatan yang cukup aktif. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan yang diberikan
oleh pemeriksaan kepada penerimaan setiap tahunnya. Dengan dilakukannya pemeriksaan pajak menggunakan
model CRM membantu petugas pajak untuk mengelola kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh. Dalam hal
ini dapat dikatakan bahwa KPP Pratama Cianjur berhasil melakukan implementasi pemeriksaan pajak
menggunakan model CRM dimana pada setiap tahunnya terjadi peningkatan yang cukup aktif dilihat dari
adanya peningkatan pada penerbitan SKPKB dan SKPKBT pad KPP Pratama Cianjur.

Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Cianjur

Kepatuhan wajib pajak badan yang terjadi pada KPP Pratama Cianjur tidak sesuai dengan harapan
bahwasannya wajib pajak badan yang lapor setiap tahunnya mengalami penurunan dimana hal ini dapat di
sebabkan oleh beberapa faktor seperti, tidak tepat waktu wajib pajak dalam menyampaikan SPT, sistem
administrasi perpajakan yang berubah saat menyampaikan SPT, atau wajib pajak melakukan kesalahan saat
melaporkan SPT. Dengan perlakuan yang tepat, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak harapannya bisa
meningkat.

Penagihan Pajak pada KPP Pratama Cianjur

Dari hasil analisis data yang dilakukan bahwa penyampaian Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan pada
KPP Pratama Cianjur pada setiap tahunnya berfluktuatif. Hal ini dapat disebabkan karena kesadaran wajib
pajak yang masih sangat kurang dalam membayar pajak menjadi suatu kendala dalam pelaksanaan penagihan
pajak. Penerbitan STP dalam hal ini untuk membuat WP sadar atas hutang pajak yang di timbulkan. Dilihat
dari hasil STP yang diterbitkan setiap tahunnya petugas pajak masih harus menghibau WP agar melakukan
pembayaran atas STP sebelum tanggal jatuh tempo.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan
Pajak

Hasil analisis yang dilakukan dengan pengujian statistik nilai signifikansi dibawah 0,05 hal ini menunjukan
bahwa adanya pengaruh pemeriksaan pajak model compliance risk management (crm) terhadap penerimaan pajak,
sejalan dengan hasil penelitian (Astuti & Gunadi, 2021; M, 2019; Palupi & Herianti, 2017) menyatakan bahwa
pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh (Ilmiha, 2019; Rahman, 2018; Rahmawati, 2014) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh
yang signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Dengan dilakukannya pemeriksaan pajak
menggunakan model CRM membantu petugas pajak untuk mengelola kepatuhan wajib pajak secara
menyeluruh. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Chairil (2017) menjelaskan bahwa Pemeriksaan
adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau yang dilaksanakan secara
objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan
perpajakan.

Berdasarkan hasil analisis statistik yang dilakukan bahwa kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh
terhadap penerimaan pajak, hal ini dijelaskan dengan pengujian statistic uji t dimana t tabel lebih besar daripada
t hitung yang artinya variabel kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh (Darmayanti dan Herianti, 2017; Sukamto, 2016; Suryadi dan Subarjo,
2020) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Akan tetapi
tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anam et al., 2018; Darmayani & Herianti, 2017; Yuesti &
Krisnayanti, 2019) menyatakan tidak terdapat pengaruh antara kepatuhan wajib pajak badan terhadap
penerimaan pajak. Bahwasanya, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak DJP telah menyediakan fasilitas
yang memadai untuk petugas pajak. Dengan perlakuan yang tepat, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak
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harapannya bisa meningkat. Selain mengarah kepada pemeriksaan wajib pajak yang tidak patuh, peningkatan
penerimaan pajak juga menjadi tujuan akhir yang akan dicapai, mengingat kepatuhan wajib pajak ini
merupakan faktor yang penting untuk peningkatan penerimaan pajak. Teori yang dijelaskan oleh Gunandi
(2016) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya
sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun
ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Analisis statistic yang dilakukan menunjukan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan
pajak hal ini didukung dengan pengujian uji statistic uji t dimana nilai t tabel lebih besar dari t hitung artinya
variabel penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, hal ini sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh (Masril, 2021; Mohammad et al., 2017; Yuesti & Krisnayanti, 2019) menujukan bahwa
adanya pengaruh yang signifikan antara penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Hal ini berbeda dengan
penelitian yang dilakukan oleh (Dali & Sulanjari, 2014; Marani et al., 2020) yang menyatakan tidak terdapat
pengaruh yang signifikan antara penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Penagihan pajak dilakukan agar
memberikan hasil yang positif untuk penerimaan pajak. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9
(UU) No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan (UU) No. 19
Tahun 2000 Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan
biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan
penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Pemeriksaan Pajak dengan model CRM, Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Penagihan Pajak memberi
kontribusi atau pengaruh terhadap penerimaan pajak sebesar 44,93%, sementara sisanya 55,07% dijelaskan oleh
variabel-variabel lain diluar model penelitian. Dari hasil F hitung lebih besar dari Ftabel dapat disimpulkan
bahwa pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak badan, dan penagihan pajak berpengaruh terhadap
penerimaan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Anam et al., 2018; Riani, 2019;
Suryadi & Subardjo, 2019) menyatakan bahwa secara bersama-sama variabel pemeriksaan pajak, kepatuhan
wajib pajak badan dan penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan. Hutagaol
(2006) menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan penagihan pajak dapat berpengaruh
atau adanya hubungan dengan penerimaaan pajak dijelaskan sebagai berikut untuk meningkatkan kepatuhan
Wajib Pajak diperlukan penegakan hukum (law enforcement) sesuai ketentuan. Sebagaimana dijelaskan
sebelumnya pilar-pilar penegakan hukum terdiri dari pemeriksaan pajak (tax audit), penyidik pajak (tax
investigation), dan penagihan pajak (tax collection). Penegakan hukum merupakan bentuk lain dari pelayanan
karena selain menerapkan sanksi perpajakan atas pelanggaran perpajakan juga memberikan pelajaran kepada
Wajib Pajak sehingga mereka dapat melaksanakan pemenuhan kewajiban dan haknya sesuai ketentuan yang
berlaku.

Simpulan

KPP Pratama Cianjur dapat dikatakan berhasil dengan adanya peningkatan penerbitan SKPKBT pada setiap
tahunnya. Untuk kepatuhan wajib pajak badan yang terjadi pada KPP Pratama Cianjur pada setiap tahunnya
mengalami penurunan yang diakibatkan dengan masih adanya wajib pajak yang kurang patuh untuk
melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Sementara untuk penagihan pajak dengan menerbitkan surat
tagihan pajak (STP) pada setiap tahunnya mengalami data yang berfluktuatif yang diakibatkan dari wajib pajak
yang masih kurang akan kesadaran untuk membayar pajak terutang. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian
dapat disimpulkan bahwa implementasi pemeriksaan pajak dengan menggunakan model compliance risk
management (crm), kepatuhan wajib pajak badan, dan penagihan pajak secara parsial maupun secara Bersama-
sama berpengaruh terhadap peneriminaan pajak.

Untuk dapat lebih meningkatkan dalam penerimaan pajak dengan lebih memperhatikan lagi faktor-faktor
atau upaya lainnya seperti lebih di tingkatkan dan melakukan pengawasan kepada wajib pajak. Penelitian ini
tentunya memiliki keterbatasan, oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik yang sama,
disarankan juga untuk meneliti kemungkinan pengaruh variabel lain.
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